
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembcntukan Dacrah-Daerah Tingkat JI di Sulawesi 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nornor 74; Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pcmbcndaharaan Negara (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang 
Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

a. bahwa dalam rangka mcningkatkan kompetensi 
dan kinerja Kelurahan dalam wilayah Kabupatcn 
Konawc sorta pclaksanaan Anggaran Pcndapatan 
dan Dclanja Daerah Kabupatcn Konawe Tahun 
Anggaran 2016; 

b. bahwa berdasarkan pcrtirnbangan scbagairnana 
dirnaksud pada huruf a terscbut diatas, dipandang 
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Konawc; 

BUPATI KONAWE, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DANA OPERASIONAL KELURAHAN 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR P, TAHON 2016 ,. 

BUPATI KONAWE 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

Mengingat 

Mcnimbang 

.. ~ ... 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Peruridang-Undangan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pcmerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Repub!ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
scbagaimana tclah diubah dcngan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Pemcrintah Pcngga.nti lJnda.ng-undang Nomor 3 
Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tcntang 
Pemerintahan Daerah Menjacli Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor I 08, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 
tentang Perubahan Narna Kabupaten Kendari 
Menjadi Kabupatcn Konawc [Lcrnbaran Neg,H'a 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 03); 

8. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran 
Negara Rc:::publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, 
Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pcrnerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang pedornan penyusunan dan penerapan 
Standar pelayanan Minimal [Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4525); 

.I 0. Peraturan Pernerintah Nomor 73 Tahun 2005 
tentang Kelurahan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159); 

11. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 te ntang 
laporan Keuangan dan Kincrja lnstansi Pernerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4614); 

12. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Konawe Nomor 33 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupatcn 
Konawe tahun 20 IS Nomor 168); 
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(I) Pengelolaan Dana Opcrasional Kelurahan dilaksanakan oleh 
Bcndahara Kelurahan yang diangkat dengan Kepuiusan Lurah, 

(2) Bendahara Kelurahan mernpunyai tugas: 
a. Mcnyusun rcncana kegiatan belanja sesual Rencana Kerja 

Kelurahan dan Petunjuk Arah Pcnggunaan Dana Opcrasional 
Kelurahan. 

b. Mcnyusun rcncana pcnggunaan dana sorta mcngadministrasikan 
pertanggungjawabannya. 

c. Mclaksanakan kcgiatan yang dibiayai Dana Opcrasional 
Kelurahan. 

d. Menyusun pertanggungjawaban belanja kegiatan Dana 
Operasional Kelurahan dan menyampaikan laporan iersebut 
kepada Bupati Konawe melalui Kepala Bagian Adrninistrasi 
Pernerintahan Umum Serda Kabupaten Konawe. 

Pasal 7 

Pengelolaan Dana Operasional Kclurahan harus dilaksanakan dcngan 
prinsip hcmat, terarah dan terkendah scrta dipertanggungjawabkan secara 
administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang 
berlaku. 

Pasal 6 

BAB Ill 
PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN 

Pengaturan besaran belanja opcrasiunal Pcmerintah Kelurahan pada Pasal 
4 huruf a di atas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan 
yang dibuat dalam benruk Rincian Anggaran Biaya (RAB). 

Dana Opcrasional Kclurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 
digunakan untuk belanja sebagai berikut : 
a. Belanja Kcgiatan operasional Pernerintahan Kelurahan; 

Pasal5 

PasaJ 4 

(1) Jumlah Kelurahan yang menerima Dana Operasional Kelurahan 
adalah 57 (Lima Puluh Tujuh) Keluruhan. 

(2) Rincian jurnlah dan arah pcnggunaan Dana Opcrasional Kelurahan 
adalah scbagairnana tcrscbut dala.m Larnpiran dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

Pasal 3 



Dana Operasional Kelurahan adalah untuk membiayai kegiatan 
Pernerintahan yang meliputi : 
a. Belanja kegiatan Pernerinrahan Kelurahan 
b. Pembina.an Tim Penggerak PKK Kelurahan. 
c. Pembinaan Karang Taruna, Olahraga dan Seni. 
d. Pernbinaan Hansip dan Linrnas. 
e. Pernbinaan Lembaga Keagarnaan Kelurahan 
f. Hal-hal lain yang dianggap pe-nting. 

Pasal JO 

Dana Operasional Kelurahan digunakan untuk mernbiayai kegiatan yang 
menunja.ng Operasional Pemerintahan Kelurahan. 

BAB IV 
PENYALURAN DANA OPERASIONAL KELURAllAN 

Pasal 9 

{l) Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangknt Daerah 
Kabupatcn yang bcrtanggungjawab dalam pengelolaan dan penyaluran 
Dana Operasional Kclurahan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupali. 

(2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk 
mclaksanakan tugas tcrscbut adalah Bagian Administrasi 
Pemerintahan Umum Setda Kabupatcn Konawe. 

(3) Tim Fasilitasi Kabupaten mernpunyai tugas : 
a. Mcrumuskan kebijakan tentang Arah Petunjuk Penggunaan Dana 

Opcrasional Kclurahan. 
b. Menentukan besarnya Dana Operasional Kelurahan yang diterirna 

olch Kclurahan. 
c. Melakukan supervisi tcntang pcnggunaan dan 

pertanggungjawaban Dana Operasional Kelurahan. 
d. Melakukan kcgiatan pcmbinaan, pengendalian, monitoring dan 

evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan Dana Operasional 
Kelurahan. 

e Melakukan Iaailitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan 
masyarakat serta pihak laiunya dan rnengkoordinasikan pada 
Inspcktorat Kabupaten Konawe. 

f. Melaporkan basil kcgiatan fasilitasi Dana Operasional Kelurahan 
kcpada Bupati, 

Pasal8 



Pclaksanaan kegiatan Dana Opcrasional Kclurahan dilakukan rncnurut 
tabapan .. tahapan sebagai bcrikut : 
l. Tahap Persiapan meliputi seluruh proses perenca.naan pengelolaa.n 

Dana Operasional Kelurahan. 
2. Tahap Pcrcncanaan. 

a. Kepala Kelurahan mengangkat Bcndahara Kelurahan dari Pcgawai 
Negeri Sipil dan ditetapkan dcngan Kcputusan Lurah. 

b. Bendahara Kelurahan mernbuat rencana penggunaan Dana 
Operasional Kelurahan. 

Pasal 12 

BABV 
PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN 

DAN PENGAWASAN 

(1) Dana Opcrasional Kelurahan dibcrikan setiap tahurmya yang 
ditetapkan dalarn Anggaran Pcndapatan Bclanja Dacrah dan dikclola 
langsung ole-h st:ti9p Ke-lurahan. 

(2) Pcngelolaan Dana Opcrasional Kelurahan tahun 2016 disalurkan 
mclalui Bagian Adrninistrasi Pernerintahan Umum Setda Kabupaten 
Konawc sctclah scrnua persyaratan da.n ketentuan dipenuhi oleh 
rnasing-masing Kelurahan. 

(3) Penyaluran Dana Ba.ntuan Kelurahan dibayarkan dalarn l ( satu ) kali 
setiap Tahun Mata Anggaran. 

(4) Permintaan Dana Bantuan Kclurahan diajukan dcngan mckanismc 
scbagai berikut : 
a. Masing masing Kclurahan mengajukan permohonan dcngan 

melampirkan Rencana Kerja dan Ri.ncian Penggunaan kepada 
Bupati Konawe Cq. Kepala Bagian Administrasi Pernerintahan 
Umum Serda Kabupaten Konawe yang untuk selanjutnya dilakukan 
verifikasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten. 

b. Setelah sernua syarat-syarat tersebut rerpenuhi, Kepala Bagian 
Adrninistrasi Pemerintahan Urnurn Setda Kabupatcn Konawc 
mcngajukan perruintaan pencairan Dana Operasional Kclurahan 
kepada Badan Pengclola Keuangan dan Aset Daerah Kabupatcn 
Konawe melalui bagian Kcuangan Setda Kabupaten K0na1,1;e. 

c. Kepala Bagian Administ.rasi Pernerintahan Umum Setda Kabupatcn 
Konawc mclalui Juru Bayar Bagian Adrninistrasi Pemcrintahan 
Umum melakukan pembayaran Dana Operasional Kelurahan kcpada 
seluruh Lurah dan Bcndahara masing-rnasing .. 

d. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional 
Kelurahan Tahun 2016 disarnpaikan selarnbatnya 30 [tiga puluh) 
hari setelah pencrimaan Da.na Operasional Kelurahan olch Bagian 
Administrasi Pemerintahan Umum. Melalui Badan Pengclola 
Kcuangan Dan Asset Daerah Kabuparen Konawc. 

Pasal l l 



Hal-hal lain yang belurn diarur dalam Peraruran Bupati ini akan diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 17 

Dengan bcrlakunya pcraturan Bupati ini rnaka, sernua ketentuan dalam 
peraturan Bupati Konawc Nornor 2. A Tahun :2() 15 tcntang Dana 
Operasional Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak bcrlaku lagi. 

Pasal 16 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pcngawasan atas pclaksanaan pcnggunaan Dana Opcrasional Kclurahan 
dilakukan oleh aparat pcngawasan fungsional Perncrintah Kabupaten 
Konawc yang akan diatur lcbih lanjut dalam Kcputusan Bupati. 

PaS<1l l 5 

( 1 J Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui pcrkcmbangan proses 
pengelolaan dan pcnggunaan Dana Opcrasional Kclurahan yang 
mencakup: 
a. Pcrkcmbangan kegiatan dan penycrapan dana. 
b. Masalah yang dihadapi dan pernecahannya. 
c. Pencapaian dan hasil penggunaannya. 

(2) Pclaporan mcliputi : 
a. Pelaporan Kegiatan. 
b. Pclaporan Kcuangan. 

Pasal 14 

Pcrtanggungjawabau atas pclak sanaar. 1.x:uggunaan Da11« Opcrasioual 
Kelurahan rncrupakan tugas dan tanggungjawab Bcndahara Kclurahan 
yang selanjutnya oleh Lurah disarnpaikan kepada Bupati Konawe cq Kepala 
Bagian Administrasi Pemcrintahan Umum Sctda Kabupatcn Konawc. 

3. Tahapan Pelaksanaan. 
4. Tahapan penyusunan Pcrtanggungjawaban dan Pelaporan. 

Pasal 13 
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PAR/,F f<OORDiNASI 

BERJTA DAER.AH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR J..IL( 

Agar sctiap orang dapat mengctahuinya, memcrintahkan 
pengundangan Pcraturan Bupali ini dengan penempatannya dalam Bcrita 
Dacrah Kabupaten Konawe , 

Peraturan 8upati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 18 

BAB VII 
PENUTUP 



---------------,-----{ 
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pr .. r::.c.F 1(00RD1NASI 

Jumlah Total Dana Bantuan Kelurahan Rp 45 000.000 X 57 Kelurahan 
= Rp 2.565.000.000 

A. Dana Operastona! Pemenntah Kelurahan 
1. Belanja Kegiatan Pemerintahan Kelurahan 

BetanjaATK . - Rp 3.500.000 
Betanja fotoccpy/penjilidan = Rp 1.500.000 
BelanJa peratatan kebersman dan bahan pernbersm = Rp 3.000.000 
Belanja mal<an minum rapat I tamu = Rp 3.500.000 
Betanja Bahan Bakar Minyak (BBM) I Petumas = Rp 2.500.000 

- Betanja pertaikan dan pergantian suku cadang 
kendaraan (roda dua) = Rp 2.500.000 
Belanja pemeliharaan kantor = Rp 9.000.000 
Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat = Rp 8.500.000 

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 
- Tim Penggerak PKK Kelurahan = Rp 3.500.000 

Pembinaan Anak dan Remaja (KT. Olahraga dan Seni) = Rp 2.500.000 
Pembinaan Hansip/Linmas = Rp 2.500.000 
Pembinaan Lembaga Keagamaan Kelurahan = Rp 2.500.000 

JUMLAH = Rp 45.000.000 

RINCIAN DAN ARAH PENGGUNAAN DANA OPERASIONAl. KEl.URAHAN 

SETDA KABUPATEN KONAWE 
BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN UMUM 
DANA OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN 2016 

Belanja Operasional Pemenntah Kelurahan 

LAMPIRAN 
SK PD 1.20 1.20. 

1.20.1.20.03 
PROGRAM : 1.20.120 03.70 
KEGIATAN : 5.2.2.30.01 
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